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Abstract 
The purpose of this study are: to analyze the effectiveness of the 
implementation of duties and authority of the Forestry and Plantation 
Office of Palopo City according to Regional Regulation No. 3 of 2008; 
and Analyzing the factors that affect the implementation of the tasks 
and authorities of the Palopo City Forestry and Plantation Office. This 
research is descriptive research with empirical and normative juridical 
approach. The results showed that the implementation of duties and 
authority of the Office of Forestry and Plantations of Palopo City 
implemented less effective according to Regulation no. 3, 2008, 
including the task of assisting the Mayor in the administration of the 
governmental administration in the field of forestry and plantation, 
as well as the implementation of functions that are also implemented 
ineffective, including: (a) the formulation of technical policies in the 
field of forestry and plantations in accordance with the scope of their 
duties; (b) implementation of supervision and public services; (c) 
guidance to the Technical Implementing Unit of the Service; (d) the 
implementation of other duties in accordance with applicable 
legislation. Furthermore, factors affecting the effectiveness of the 
implementation of authority of Forestry and Plantation Office of 
Palopo City are: legal substance (56%), legal structure (54%), 
knowledge. 
Keywords: 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis efektifitas 
pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kota Palopo menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008; dan 
Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas 
dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. 
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Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis 
empiris dan normati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kota Palopo terlaksana kurang efektif sesuai Perda No. 3 Tahun 2008, 
termasuk tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan teknis 
pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunan, dan begitu pula 
pelaksanaan fungsi yang juga terlaksana kurang efektif, termasuk: (a) 
perumusan kebijakan teknis dalam bidang kehutanan dan 
perkebunan sesuai lingkup tugasnya; (b) pelaksanaan pengawasan 
dan pelayanan umum; (c) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis 
Dinas; (d) pelaksanaan tugas lain sesuai perundang-undangan yang 
berlaku. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas 
pelaksanaan kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota 
Palopo adalah: substansi hukum (56%), struktur hukum (54%), 
pengetahuan. 
Kata Kunci:  
Penegakan Hukum, Disnakertras. 
 
A. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah 
utan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan 
global, yaitu sebagai paru-paru dunia, dimana keseimbangan hutan di 
suatu wilayah saja mampu membawa implikasi secara besar di tingkatan 
dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas 
kedua di dunia. Indonesia memiliki hutan seluas kurang lebih 20,35 juta ha. Hutan 
itu diperinci dalam hutan produksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta 
ha, dan hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha (Arifin, 2001).  
Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam 
menunjang pembangunan nasional yang memiliki manfaat yang nyata bagi 
kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai salah 
satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang 
besar bagi umat manusia. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya dimana 
pemerintah telah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan 
dalam daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional.  
Keberadaan hutan juga bukan hanya sebagai penyangga ekologi dunia akan 
tetapi juga penyangga ekonomi rakyat dimana hutan tersebut berada, artinya selain 
fungsi ekologis yang melekat pada hutan, hutan juga memiliki fungsi ekonomis, 
dimana pengaturan fungsi ekonomis dari hutan ini di Indonesia dinaungi ketentuan 
konstitusional yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana bumi, air dan 
kekayaan alam termasuk di dalamnnya dikuasai oleh negara dn diperuntukkan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
H 
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Pengelolaan hutan harus berasaskan pemanfaatan untuk menjamin dan 
menjaga kelestarian serta keseimbangan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 Tentang Kehutanan, menempatkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan dan 
keadilan sebagai sendi atau penyangga pelestarian hutan. Sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa penyelenggaraan 
kehutanan harus berasaskan kemanfaatan dan kelestarian, kerakyatan, keadilan, 
kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. 
Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan 
bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: (1) menjamin keberadaan hutan 
dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (2) mengoptimalkan 
aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi 
produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang 
seimbang dan lestari; (3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (4) 
meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan 
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan. 
Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional, 
dengan demikian pembangunan kehutanan di Kota Palopo harus searah dan 
setujuan dengan pembangunan nasional. Pembangunan kehutanan Kota Palopo 
telah memberikan sumbangan bagi pembangunan nasional maupun daerah, baik 
dilihat dari pendapatan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, pelestarian 
lingkungan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. 
2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo 
terlaksana secara efektif sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas dan 
wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo? 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menganalisis efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kota Palopo menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.  
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan 
wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo.  
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dari segi teoritis, studi ini diharapkan akan memberikan konstribusi bagi 
pengembangan ilmu hukum khususnya terhadap hukum tata negara dan 
pemerintahan daerah. 
2.  Dari segi praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
pemerintah kabupaten/kota dalam mengefektifkan pelaksanaan tugas dan 
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wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam menjaga kelestarian 
lingkungan hidup dan sumber daya alam. 
 
B. METODE PENELITIAN 
1. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian sosio yuridis atau gabungan 
antara penelitian normatif dan empiris yakni penelitian yang mencermati konsep 
hukum dan pelaksanaannya di lapangan atau bekerjanya hukum di masyarakat serta 
berusaha memberikan deskripsi atau gambaran mengenai fakta dan kejadian yang 
berhubungan dengan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota 
Palopo menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Pendekatan secara 
sosiologis mengenai tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang 
berimplikasi terhadap pelayanan masyarakat sebagai variabel sosial yang empirik. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo tepatnya pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kota Palopo. Pemilihan obyek penelitian didasarkan atas pertimbangan, 
bahwa wilayah ini memiliki kawasan hutan yang paling luas di Propinsi Sulawesi 
Selatan dengan keragaman fungsi kawasan hutannya, dimana masyarakatnya 
menggantungkan hidup dari sumber daya hutannya, sehingga pengelolaan hutan 
oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sangat penting untuk diefektifkan agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palopo.  
3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian adalah seluruh pegawai pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kota Palopo yang dianggap mengetahui seluk beluk mengenai 
pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo; 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan tokoh masyarakat. 
Selanjutnya sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 100 responden 
dari seluruh kecamatan di Kota Palopo dengan menggunakan teknik purposive 
sampling, mengingat jumlah populasi yang sangat banyak dan sumber data sangat 
luas, dimana responden terdiri dari: pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kota Palopo; Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan tokoh masyarakat. 
4. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder. Kedua jenis data tersebut didapatkan melalui sumber, yaitu: 
1. Data primer yaitu data lapang yang diperoleh langsung dari responden yang 
terdiri dari: pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, tokoh 
masyarakat dan anggota LSM. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka 
berupa buku-buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, peraturan pemerintah, 
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referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan di bidang 
pemerintahan daerah, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan 
instrumen pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Angket (kuesioner) 
Dalam penelitian ini digunakan angket yang berbentuk terbuka dan tertutup 
sebagai penjabaran dari indikator variabel-variabel penelitian. Pada angket tertutup 
disiapkan berbagai alternatif jawaban sehingga responden dapat memilih salah satu 
alternatif jawaban yang tersedia pada setiap pertanyaan. Sedangkan pada angket 
terbuka tidak disediakan alternatif jawaban. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan kepada responden mengungkapkan pendapatannya. 
Pengumpulan kuesioner dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo serta variabel-variabel lain yang terkait 
langsung dengan obyek penelitian ini. 
2. Wawancara  
Penggunaan teknik wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang belum 
termuat dalam angket. Untuk memudahkan pelaksanaannya dilakukan secara 
terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. 
3. Studi Dokumen 
Studi dokumen dilakukan melalui proses identifikasi peraturan perundang-
undangan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kota Palopo. 
6. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian, diidentifikasi dan 
dikelompokkan menurut karakteristik tujuan penelitian, kemudian dianalisis secara 
kualitatif deskriptif yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan berbagai 
faktor yang terungkap dengan pendekatan yuridis yang berkaitan dengan tugas dan 
wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Sedangkan hasil 
kuisioner berupa angket dianalisis secara kualitatif dalam bentuk tabulasi frekuensi 
dan distribusi persentase dengan rumus sebagai berikut: 
  f 
 P = ─── x 100 % 
  N 
Keterangan :   
P  =  Persentase 
F  =  Frekuensi 
N  =  Jumlah responden. 
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100%  =  Angka pembulat. 
 
C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  
1. Pembahasan 
Pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka 
pengelolaan sumberdaya kehutanan dan perkebunan ditunjang oleh ketersediaan 
sumberdaya manusia yang terdistribusi dalam bidang tugas pembangunan lingkup 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Selain itu, komposisi staf yang ada 
berasal dari disiplin ilmu yang beragam, sehingga potensi ini diharapkan mampu 
menjadi kolaborasi yang efektif dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas bidang 
kehutanan dan perkebunan Kota Palopo. Sebagai gambaran, berikut ini diuraikan 
dalam tabel tentang keadaan kepegawaian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kota Palopo. 
Rencana strategis dinas memuat tentang visi, misi, tujuan dan sasaran 
pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan Kota Palopo untuk jangka waktu 
5 tahun 2008 sampai 2013. Visi pembangunan kehutanan dan perkebunan Kota 
Palopo dirumuskan sebagai: mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kehutanan dan 
perkebunan dengan pola pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan. Visi inilah 
yang menjadi landasan pencapaian kinerja dinas yang kemudian diturunkan ke 
dalam misi pembangunan. 
Adapun pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 15. Jawaban responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap 
efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan  
dan Perkebunan Kota Palopo 
No. Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 
1. Berpengaruh 58 58 
2. Kurang berpengaruh 31 31 
3. Tidak berpengaruh 11 11 
Jumlah 100 100 
Sumber: Data Primer, 2013 
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan pengaruh budaya hukum 
terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kota Palopo ditanggapi bervariatif, yakni yang menyatakan 
berpengaruh sebanyak 58 orang responden, yang menyatakan kurang berpengaruh 
sebanyak 31 orang responden, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 11 
orang responden. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan 
berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa budaya hukum mempunyai 
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pengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang pada Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. 
5.  Sarana dan prasarana 
Faktor sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dalam pelaksanaan 
tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Ketersediaan 
sarana dan prasarana yang memadai diharapkan dapat memperlancar mekanisme 
dari proses kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo dalam mewujudkan 
pemerintahan yang baik. 
Pelimpahan kewenangan tidak disertai dana, sarana dan prasarana yang 
memadai tentu tidak akan terlaksana secara efektif. Pelaksanaan tugas dan 
kewenangan harus ditunjang pula oleh ketersediaan sumber-sumber daya yang 
dibutuhkan dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut. Dalam hal ini 
harus ada penyusunan konsep perimbangan sumber daya termasuk keuangan, 
sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana. Tanpa adanya penguatan 
sumberdaya tersebut, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo akan 
mengalami over-load dalam tugas-tugasnya, dan kewenangan yang dilimpahkan 
tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jika hal ini terjadi, maka 
pelaksanaan tugas dan wewenang dapat dikatakan mengalami kegagalan.  
Adapun pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektifitas pelaksanaan tugas 
dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo, dapat dilihat pada 
tabel berikut ini. 
Tabel 16. Jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap 
efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan  
dan Perkebunan Kota Palopo 
No. Kategori Jawaban Frekuensi Persentase 
1. Berpengaruh 61 61 
2. Kurang berpengaruh 32 32 
3. Tidak berpengaruh 7 7 
Jumlah 100 100 
Sumber: Data Primer, 2013 
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan pengaruh sarana dan 
prasarana terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kota Palopo ditanggapi bervariatif, yakni yang menyatakan 
berpengaruh sebanyak 61 orang responden, yang menyatakan kurang berpengaruh 
sebanyak 32 orang responden, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 7 orang 
responden. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh 
sehingga dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana mempunyai pengaruh 
terhadap efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang pada Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kota Palopo. 
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D. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota 
Palopo terlaksana kurang efektif sesuai Perda No. 3 Tahun 2008, termasuk tugas 
membantu Walikota dalam penyelenggaraan teknis pemerintahan di bidang 
kehutanan dan perkebunan, dan begitu pula pelaksanaan fungsi yang juga 
terlaksana kurang efektif, termasuk: (a) perumusan kebijakan teknis dalam 
bidang kehutanan dan perkebunan sesuai lingkup tugasnya; (b) pelaksanaan 
pengawasan dan pelayanan umum; (c) pembinaan terhadap Unit Pelaksana 
Teknis Dinas; (d) pelaksanaan tugas lain sesuai perundang-undangan yang 
berlaku.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kewenangan Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo adalah: substansi hukum (56%), 
struktur hukum (54%), pengetahuan hukum (59%), budaya hukum (58%), dan 
sarana dan prasarana (61%). 
 
E. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kota Palopo, maka sebaiknya Perda Nomor 3 Tahun 2008 direvisi 
karena peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara tegas tugas 
dan wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo. Oleh karena itu, 
para pegawai diharapkan lebih berperan aktif lagi terutama dalam proses 
pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan 
memaksimalkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
2. Faktor substansi hukum, struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya hukum, 
sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan tugas dan 
wewenang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo dapat diefektifkan 
sehingga pemanfaatan sumber daya kehutanan dan perkebunan dengan pola 
pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dapat diwujudkan di masa akan datang. 
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